
BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI I{ALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2()15

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa dalam rangka mendapatkan kepastian hukum
serta untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan
Desa dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 4Z
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan
Bupati Barito Selatan tentang pedoman pengelolaan
Keuangan Desa.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1S2O);

Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a2S6h

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aSSS);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\

2.

.f.
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa34;

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2A11 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a\

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2A14 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a95);

Undang-Und.ang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 2441 sebagaimana tela.h
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perrrbahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2A]5 Nomor 58. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OAT Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2A14 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2Al4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negera (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2Ol5 Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al5 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 569fi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l
Tahun zOlL tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 32);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2Al4 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2a%l;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2OO8 Nomor 6).

MEMUTUSI(AN:

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

BAB I
KBTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah;

15.

16.

t7.

18.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI
KEUANGAN DESA.
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Barito Selatan;

Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;

Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan;

Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Barito Selatan;

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usut, danlatau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut
dengan narna lain dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan $ecara demokratis;

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewqjiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungiawaban
keuangan desa;

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut
RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun;

4.

5.

6.

7.
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16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APBDesa, adalah Rencana Keuangan Tahunan
Pemerintahan Desa;

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk
membiayai
pelaksanaan

penyelenggaraarl
pembangunan,

pemerintahan,
pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah
dana yang besarannya minimal lOo/o dari dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupatenlkota setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus;

19. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;

20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang
selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau
sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyeienggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan desa;

2L. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang
selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat
desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan desa;

22. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku Koordinator
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa;

23. Kepala Urusan adalah unsur dari pelaksana teknis
kegiatan dengan bidangnya;

24. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang
membidangi urusan administrasi keuangan untuk
menatausahakan keuangan desa;

25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan
uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;

26. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari
seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa
melalui rekening kas desa;

27. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari
APBDesa melalui rekening kas desa;

28. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara
pendapatan desa dengan belanja desa;
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29. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara
pedapatan desa dengan belanja desa;

30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran;

31. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia;

33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito
Selatan;

34. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana
Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6
(enam) tahun;

35. Rencana Kerja Pemerintahan Desa, selanjutnya disebut
RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun;

24. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut
BUMDesa, adaiah badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa
pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat desa;

25. Surat Permintaan Pembayarafl, yang selanjutnya yang
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
kepala desa selaku pejabat pengguna anggaran dan
bendahara desa untuk mengajukan permintaan
pembayaran;

26. Surat Pertanggungiawaban, yang selanjutnya disingkat
SPJ adalah dokumen yang dikeluarkan atas pekerjaan
atau kegiatan yang telah dilakukan, yaog dipergunakan
sebagai bukti pertanggungjawaban telah
dilaksanakannya pekerjaan atau kegiatan tersebut.

BAB II
ASAS PEIIGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas
transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran;
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(21 Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan
tanggal 31 Desember.

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

asal 3

(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam
kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan;

(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai kewenangan :

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan
APBDesa;

b. menetapkan PTPKD;
c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan

penerimaan desa;
d. menyehrjui pengeluaran atas kegiatan yang

ditetapkan dalam APBDesa; dan
e. melakukan tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran atas beban APBDesa.

(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan
keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 4

(1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
berasal dari unsur Perangkat Desa,terdiri dari :

a. Sekretaris Desa;
b. Kepala Seksi; dan
c. Bendahar:a.

(2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa,

Pasal 5

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf a bertindak selaku Koordinator Pelaksana
Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;

{2) Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. men5rusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan
APBDesa;

b. men)rusun Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung
jawaban pelaksanaan APBDesa;

c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;

d. men5rusun pelaporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDesa; dan
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e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti
penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 6

(1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan
sesuai dengan bidangnya;

{2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas :

a. men5rusun rencana pelaksanaan kegiatan yang
menjadi tanggung j awabnya;

b. melaksanakan kegiatan danf atau bersama
Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah
ditetapkan di dalam APBDesa;

c. melakukan tindakan pengeluaran yang
menyebabkan atas beban anggaran belanja
kegiatan;

d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan

kepada Kepala Desa; dan
f. menyiapkan dokumen anggaran atas

pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
beban

Pasal 7

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf c di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan
yang memenuhi syarat sebagai bendahara desa ;

\2\ Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas: menerima, menyimpan,
menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan
desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka
pelaksanaan APBDesa.

Pasal 8

(1) Pemerintah Desa dapat memberikan honorarium
kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Sekretaris Desa
selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa (KPTPKD), Kepala Seksi (Kasi) dan
bendahara Desa selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa (PTPKD);

(2) Besarnya honorarium sebagaimana ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa, yang besarannya
disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa.
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(1)

(2)

BAB TV
APBDeea

Pasal 9

(1) APBDesa,terdiri atas :

a. Pendapatan Desa;
b. Belanja Desa; dan
c. Pembiayaan Desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
huruf a diklasilikasikan menurut kelompok dan jenis;

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan,
dan jenis;

(41 Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 1O

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang
melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam
1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar
kembali oleh Desa;

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1), terdiri atas kelompok :

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
b. Transfer; dan
c. Pendapatan Lain-Lain.

Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf a, terdiri atas jenis :

a. Hasil usaha;
b. Hasil aset;
c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
d. Lain-lain pendapatan asli desa.

Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a antara lain hasil BUMDes, tanah kas desa;

Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat
pemandian umum, jaringan irigasi;
Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun
dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta
masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan
uang;

Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa.

(3)

{41

(s)

(6)

(7)
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(1)

{2)

(3)

(1)

(2)

(2)

(3)

Pasal 11

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1O ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis :

a. Dana Desa;
b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan

Retribusi Daerah;
c. Alokasi Dana Desa (ADD);
d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
e. Bantuan Keuangan APBD KabupatenlKota.

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e
dapat bersifat umum dan khusus;

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana
dimaksud pada ayat {21 huruf c, terdiri atas jenis :

a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak
mengikat; dan

b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 12

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak
mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(3) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak
ketiga;

Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, antara lain
pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak
ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagiar Kedua
Belaqia Desa

Pasal 13

(1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal I
ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari
rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1

(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh desa;

Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan
kewenangan Desa;

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa
digunakan dengan ketentuan :

a. paling sedikit 7Oo/a (tujuh puluh perseratus) dari
jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk
mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa; dan

b. paling banyak 3Oo/o (tiga puluh perseratus) dari
jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk
operasional Pemerintahan Desa.
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(4) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana
dimaksud pada pasal 10 ayat t2) dikelola dalam
APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan
penggunaan paling sedikit 7oo/o (hrjuh puluh
perseratus) dan paling banyak 3Oo/" (tiga puluh
perseratus).

Pasal 14

Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
e. Belanja Tak Terduga.

Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa
yang telah dituangkan dalam RKPDesa;

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiri
atas jenis belanja :

a. Pegawai;
b. Barang dan Jasa; dan
c. Modal.

Pasal 15

Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal t4 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk
pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD;

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan
tetap dan tunjangan;

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat {21
pelaksanaannya dibayarkan setiap bu1an.

Pasal 16

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran
pembelianf pengadaan barang yang nilai manfaatnya
kurang dari 12 {dua belas) bulan;

Belanja barungljasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) antara lain :

a. alat tulis kantor;
b. benda pos;

bahan/material;
pemeliharaan;
cetak/penggandaan;
sewa kantor desa;
sewa perlengkapan dan peralatan kantor;

(1)

{2)

(3)

(1)

(2)

(s)

(1)

(2)

c.
d.
e.
f.
ob'



o.
p.

L2

makanan dan minuman rapat;
pakaian dinas dan atributnya;
perjalanan dinas;
upah kerja;
honorarium narasumber/ ahli;
operasional Pemerintah Desa;
operasional BPD;
insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
pemberian harang pada masyarakat/kelompok
masyarakat.

(3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 huruf o adalah bantuan uang
untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka
membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan,
perencanaan pembangunan, ketentraman dan
ketertiban, serta pemberd ay aar: masyarakat de sa;

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat {21 huruf
p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 17

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat {3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam
rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan
yang nilai manfaatnya lebih darr 12 (dua belas) bulan;

(21 Pembelian/pengadaan barang atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 18

Dalam keadaan darurat danf atau Keadaan Luar Biasa
(KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang
belum tersedia anggarannya;

Keadaan darurat danlatau KLB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak
biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau
mendesak;

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu
antara lain dikarenakan bencana alam, sosial,
kerusakan sarana dan prasatana;

Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1)
karena KlB/wabah;

Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 dianggarkan dalam belanja
tidak terduga.

(4)

(1)

{2t

t4)

(s)

(6)
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(4)

(1)

(2)

(3)

(7)

(1)

Pasal 19

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun €mggaran
berikutnya;

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas kelompok :

a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21huruf a, mencakup :

a. Sisa lebih perhitungan anggararl (SiLPA) tahun
sebelumnya;

b. Pencairan Dana Cadangan; dan
c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
antara lain pelampauan penerimaan pendapatan
terhadap belaqja, penghematan belanja, dan sisa dana
kegiatan lanjutan;

SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan
penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi
pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan

akhir tahun allggaran belum diselesaikan.

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan
pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan
ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran
berkenaan;

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan
kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 2O

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat {2) huruf b, terdiri dari :

a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
b. Penyertaan Modal Desa.

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk
mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak
dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam sattr
tahun anggararu

(s)

(6)

(2)



(s)

L4

(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa;

(41 Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling sedikit memuat :

a. penetapan tqjuan pembentukan dana cadangan;
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana

cadangan;
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang

harus dianggarkan;
d. sumber dana cadangan; dan
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 dapat bersumber dari penyisihan atas
penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang
penggunaannya telah ditentukan secara khusus
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening
tersendiri;

Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun
akhir masa jabatan Kepala Desa.

BAB V
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 21

Sekretaris Desa men5rusun Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun
berkenaan yang merupakan penjabaran dari RPJM
Desa;

Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan
Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa;

Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh
Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa
untuk dibahas dan disepakati bersama;

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati
bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 22

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah
disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2l ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada
Bupati melalui camat paling lambat 3 (Liga) hari sejak
disepakati untuk dievaluasi;

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
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(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20
(dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa;

Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi
dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya;

Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak
sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa
rnelakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 23

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat {al
dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan
Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan
Keputusan Bupati;

Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu
APBDesa tahun anggaran sebelumnya;

Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 Kepala Desa hanya dapat melakukan
pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan
Pemerintah Desa;

Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan
Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut
peraturan desa dimaksud.

Pasal 24

Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat;

Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling larna 20
(dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa;

Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi
dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya;

(4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak
sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;

(1)

(2)

(s)
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Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala
Desa sebagaimana dimaksud ayat {4) dan Kepala Desa
tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat
menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa
kepada Bupati;

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada
Camat diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksaaaan

Pasal 25

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam
rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan
melalui rekening kas desa;

Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan
perbankan di wilayahnya maka pengaturannya
ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang
lengkap dan sah.

Pasal 26

Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai
penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam
peraturan desa;

Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa
pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi
kebutuhan operasional pemerintah desa;

Jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 tidak boleh lebih dari Rp. IO.OOO.OOO,-
(Sepuluh Juta Rupiah);

Ketentuan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku bagi desa-desa
yang ada dan dekat dengan layanan perbankan;

Yang dimaksud dekat dengan layanan perbankan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu jarak
tempuh dari desa ke layanan perbankan terdekat
dan/atau yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah tidak lebih dari 2 (dua) jam dengan
menggunakan kendaraan darat maupun kendaraan air.

Pasal 27

Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa
tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan
desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan
desa;

(6)

(1)

{2)

(3)

(1)

t2)

(3)

(41

(s)

(1)



(1)

(2)

(3)

(2|

(3)

(1)

(2)

T7

Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat
mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan
dalam peraturan kepala desa;

Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus
dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan
oleh Kepala Desa.

Pasal 28

Pelaksana/Pengelola Kegiatan mengajukan pendanaan
untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan
dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya;

Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) di verilikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan
oleh Kepala Desa;
Pelaksana/Pengelola Kegiatan bertanggungjawab
terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas
beban anggaran belanja kegiatan dengan
mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai
pertanggungj awaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Pasal 29

Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Pelaksana/Pengelola
kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) kepada Kepala Desa;

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum
barang dan atau jasa diterima.

Pasal 3O

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(1) terdiri atas :

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
c. Lampiran bukti transaksi

Pasal 31

(1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O, Sekretaris
Desa berkewajiban untuk :

a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di
ajukan oleh Pelaksana/Pengelola Kegiatan;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban
APBdes yang tercantum dalam permintaan
pembayaran;

c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan
dimaksud; dan

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh
Pelaksana/Pengelola Kegiatan apabila tidak
memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
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Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa
menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara
melakukan pembayaran;

Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada
ayat (21 selanjutnya bendahara melakukan pencatatan
pengeluaran.

Pasal 32

Bendahara desa sebagai wqiib pungut paiak penghasilan
(PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh
penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke
rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 33

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan
Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat
dilakukan apabila terjadi :

a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran antar jenis belanja;

b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan
anggaran (Si1PA) tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun berjalan;

c. terjadi penambahan dan /atau pengurangan dalam
pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau

d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam,
krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan
sosial yang berkepanjangan;

e. perrrbahan mendasar atas kebijakan Pemerintah
dan Pemerintah Daerah.

t2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun anggaran;

(3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sarna
dengan tata cara penetapan APBDesa.

Pasal 35

(1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan
APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga
yang tidak mengikat ke Desa disalurkan setelah
ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan
APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala
Desa tentang perubahan APBDesa;

{21 Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diinformasikan kepada BPD.
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Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 36

(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa;

(2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap
penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup
buku setiap akhir bulan secara tertib;

(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang
melalui laporan pertanggungiawaban;

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala
Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 37

(1) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2),
menggurlakan:
a. buku kas umum;
b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
c. buku Bank.

(2) Penandatanganan pada kwitansi NCR diatur sebagai
berikut:
a. Pengeluaran dengan jumlah nominal di bawah

Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu)
ditandatangani tanpa menggunakan materai;

b. Pengeluaran dengan jumlah nominal Rp. 250.00O,-
(dua ratus lima puluh ribu) sampai Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) ditandatangani di atas materai
Rp. 3.OOO,- (tiga ribu rupiah);

c. Pengeluaran dengan jumlah nominal di atas
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditandatangani di
atas materai Rp. 6.0OO,- (enam ribu rupiah);

(3) Pembayaran Honororium dilengkapi dengan lampiran :

a. Surat Keputusan Kepala Desa tentang
Pengangkatan ke dalam suatu Jabatan;

b. Daftar tanda terima honorarium.

(4) Pembayaran Bantuan Sosial/bantuan keuangan
dilengkapi dengan lampiran :

a. Surat Keputusan Pembentukan dan susunan
pengurus organisasi atau kepanitian dari pejabat
yang berwenang;

b. Proposal kegiatan yang dilengkapi dengan rincian
penggunaan dana dan telah mendapat persetujuan
dari kepala desa;

c. Laporan pertanggungiawaban dari organisasi atau
kepanitiaan pengguna dana yang disertai dengan
bukti dapat dipertanggungjawabkan;

d. Kwitansi NCR yang ditandatangani masing-masing
oleh penerima dana (ditandatangani di atas
materai), bendahara desa dan kepala desa;

e. Dokumentasi kegiatan.
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(5) Pembayaran perjalanan dinas dilengkapi dengan
lampiran :

a. Surat Perintah T\rgas dari pejabat yang berwenang;
b. Surat Perintah Perjalanan Dinas dari pejabat yang

berwenang;
c. Laporan perjalanan dinas yang dibuat oleh

perangkat desa yang melaksanakan perjalanan
dinas;

d. Surat/undangan/telek dari instansi tertentu fiika
maksud perjalanan untuk menghadiri kegiatan
tertentu);

e. Tiket Perjalanan;
f. Kwitansi NCR yang ditandatangani masing-masing

oleh penerima dana, bendahara desa dan kepala
desa.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 38

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:
a. laporan semester pertama; dan
b. laporan semester akhir tahun.

Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa;

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling
lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;

Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada
akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima
Pertanggungiawaban

Pasal 39

Kepala Desa menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ApBDesa
kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran;

Salinan laporan pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud ayat (1) masing-masing disampaikan kepada:
a. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;
b. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa;
c. Camat.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Peraturan Desa;

(2)

(3)

(4)

(1)

(21

(3)

(4)
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(5) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilampiri :

a. Format Laporan Pertanggungiawaban Realisasi
APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;

b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31
Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan

c. Format Laporan Program Pemerintah dan
Pelaksanaan Pemerintah Daerah yang masuk ke
desa.

Pasal 4O

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1)
merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 41

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 dan Pasal 39 diinformasikan kepada
masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi
yang mudah diakses oleh masyarakat;

Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan
media informasi lainnya.

Pasal 42

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (1) disampaikan kepada Bupati
melalui Camat;

(2\ Laporan pertanggungiawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir
tahun anggaran berkenaan.

Pasal 43

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku
Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat
Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab
Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada
semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 28 ayat {L}
dan (3), Pasal 3O huruf a dan huruf b, Pasal 38 dan Pasal 39
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati.

(1)

{2)

(1)



(1)

(2)
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BAB VI
PE1YIBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembinaaa

Pasal 44

Pemerintah Kabupaten akan melakukan pembinaan
pengelolaan keuangan Desa;

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana
ayat (1) dilakukan secara berjenjang;

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan
oleh Pemerintah Kabupaten Melalui Tim Pembina
Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 45

Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana
dimaksud Pasal 44 lryat (1) dilakukan dengan :

1. Memberikan pedoman dan bimbingan pengelolaan
keuangan Desa;

2. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan
penyelenggaraaJ'L keuangan desa yang mencakup
perencanaan dan penJrusunan APBDesa, pelaksanaan
dan pertanggung-jawaban APBDesa;

3. Melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan,
data dan informasi tentang pengelolaan keuangan Desa;

4. Membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk
memberikan pelatihan/orientasi kepada Pemerintah
Desa;

5. Memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan
administrasi keuangan desa yang mencakup
perencanaan, dan penyusunan APBDesa, Pelaksanaan
dan pertanggungiawaban;

6. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa
dan pendayagunaan asset desa;

7. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan
administrasi keuangan desa;

8. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan
evaluasi pengelolaan keuangan Desa bersama dengan
Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam setiap
proses tahapan kegiatan;

9. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan
pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan
mengkoordinasikannya kepada aparat pengawas
fungsional;

10. Memberikan laporan pelaksanaan pengelolaan
keuangan Desa kepada Bupati.

(s)



Pasal 46

(1) Bupati dapat mendelegasikan tugas pembinaan
pengelolaan keuangan desa kepada Camat;

(2) Pembinaan pengelolaan keuangan desa oleh Camat
dilakukan melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(3) Pembinaan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan
sebagaimana dimaksud Ayat (2) meliputi :

a. Bimbingan Pengelolaan Keuangan Desa;
b. Pelatihan tentang pengelolaan keuangan desa yang

mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa,
pelaksanaan dan pertanggung-j awaban APBDesa;

c. Bimbingan pengelolaan dan pendayagunaan aset
desa;

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 47

(1) Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan desa
dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa
(BPD), Inspektorat Kabupaten dan lembaga
pengawasan/pemeriksaan yang berwenang yang
ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

(2) Seluruh kegiatan pengelolaan keuangan Desa
dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan
melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;

(3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan
secara administratif, teknis dan hukum;

(4) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam
pengelolaan keuangan Desa, maka penyelesaiannya
secara berjenjang, sesuai dengan ketentuan
pemndangan yang berlaku.



24

BAB VII
KETENTUAII PENUTUP

Pasal 48

peraturan Bupati ini muiai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengund arrgan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan'

Ditetapkan di Buntok
2015

Diundangkan
pada tanggal

di Buntok
2015

DAERAH
SELATAN,

*a

.)Lrr tt^^7 *ets€

__-.rt.-i*-.-

,DDI KRISTIANTO----_----". ! '
. :..:i ''

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2015 NOMOR

sLil'l);

.11.''td-*;t



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BARITO SBLITTAN

NOMOR : fi TAHUN 2015
TENTANG:pppon,TANPENGELoLAANKEUANGANDESA

A.FCR-L4ATRANCANGANPERATURANDESATENTANGAPBDesa

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN.....

KABUPATEN BARITO SELATAN

KEPALA DESA ..... iNama- Desa)

KABUPATEN/ KOTA (hiama Kabupateni Kota)

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHTIN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TU}L{N YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

' l"::'iir:ii:i.,-: : a. LJi:rhrra sesiiai iletrgatr ketetrtuan l]asal .... Pr:raturan l)aerah Kabupaten Raritrt Seliitanl"iilnlc;L Taittu tentiitlg ." Keirala Desa menetapk;in r:rlrcrr.ngail
Fi:rairiran l)esa tentang Anggararr ileniiapata.n Can Beianja Desa (AFBI)esi:):

i:' Bairu'a Rancairgan Feralurati l)esa tentang Anggalan Penclapatan cian Bela'ja Desa
iAPBDesa) sebagairnana dimaksucl pada huruf a. teiah dibahai dan disepakati tcrsa,ra
Bacian Pelmus.,,aw ar atafi Desa:

c;' iJah\r"'a berdasaikail pertimbangan sebagaimana riimaksud pada luruf a dan hurui. ir perlu
rnenetapkan Rancangan per.atriran t)esa " tentang Anggaran penciapatan 

dar_r
ilelania Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa.. tentang Angraran peirdapatiin
iian llelanja Desa (ApBDes) Ilesa'fahur
r\nggaran ........

'"'!"r'tr-liir!i-i : 1' Linclang-lJndang Nomor 6 "fahun 2014 tentang Desa (Lembara, Negara RepLr6liki*donesia T'ahun 20]4 Nomor 7. Japbahan Lembaran X.gara *r*friif t,iun..i,\ont()r 5_1951:

f ilei'a'ltran Pemet'intah Nomor 43 T:rhun 20i4 tentang peraturar: peiaksanaan r--ncl*ngilndang Nomor 5 tah-Lui 2014 teriang Desa il-embiran Negara Republik Inciorresiaiai.rr:n 2014 i'iomor 2l-,1. Tanth;rhan Lernbaran Negara Repubiik Ind*nesia r\oirilr"
i-5 jg i:

i Feraturaii Penierintah hiomor 60 Tahun 2{}14 tentang Dana Desa Yang Berasal DariAfiggaran Pendapatan_lfan Belanja Negera (I-enibar:an Negara Republik incionesia
J':rlrun 2014 Nomor 168" Tambahan Lembaran Negara Reprblil Inclonesia Nonrr:r 555ii)gehagaimana ielah diubah Cengan Peraturan Femerintah Nomor 2? Tahun 2t)l-a
Perubairan Atas Peraturetn Petnerintah l{omor 50 Tahun 201,{ temang Da,a lJesa ya,s
Rcrasal Dari anggaran Penc[apatan Dan Beiar,ia ]legara ilcmbarari Negara n";;ii[
ittdclnesia Tahun 2015 Norlor 88. l-ambahari rembaran Negara Republik In.ionesia
Ncmor 569$.



,1. Peraturan N,lenteri Dalam Negeri Nomor lli rahun 2014 tcntang
Keuangiin Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
tcrtallg (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatarr Tahtrn Nomor.... i:

tr. Dst...

Detigan K esel;akatan Bersaina

BADAN PERN4 LiS\' 4 \,\'A RATAN DJI:;A

M- ,N,IL]'fIJSICAN

i'.'i:iicliiiri..r.iii. ITANCANGAN PER.ATLfRANI DESA ].ENTz\NC ANGCARA}.]
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHIIN ANGGARAN

Pasal l
.i'.r'igg:ti';:t: ileudapatan dan Beianja Desa T'ahun Anggaram ...... clengal rincian sebagai berikr_rt:
i . iie;-iiii:p,.=,iatl Drrsa Rp. . ....."....

-. E*;:,u:il iJcsa
i:i. i-!iiienq Penyelenggaraan Pemerintait Desir
i:. Gl.'ians Pembangunan
.. iiiiirng Pentbinaan Kemasyarakatan
ii'i-31:iar:g lremberdayaan h4asyarakat
t. ili'.i;rng l'ak Telduga

',t ": ,-rit Be!ln"in
..;:.. ::trs I ),_'llsil

Pcngclolaan

l-irltur

Rp.
'Rn

Rp" ..

Pasal 2
ilrlir;i'r rilih ian!trt mengenai Anggaran Penctapatan dan Belania Desa sebagaimana dimaksucl pasal j-
irr:i'i-r.t:raii:l: '-iainril Iampiran Peraturan Desa ini herupa Rinciar: Srn.ltui'Anggaian peirdapatan dan Belar.ia
I jt-':-:i:

Fasal j
: i-,t':;1r:ii:r,-iampiian sel'ragsiqsrra dimaksr-icl dalam pasal 2 merupakan baeian,vang tidak ierpisahiian
i,iitli P,;:raii:ran Desa ini.

_ Prrsal 4
i:iilrii':i i i'i's.l illqllerapkan Perattratr Kepala Desa clarr/atau Keputusan Kepaia. Desa guna peiaksana,r.r
i:'al-;:li,: ::t-, i Jcsi,i irii.

Pasal -5

';i'1.:,.,r'ii,: ile:la ilii i:ruiai bei'lakLr padLi tallggal rJiundangkari. Agar setiap orang iiapat mengetiihui.
.':r';.il;i'i.ri.:iiiiili;l pet:gltndangan ileraluran Desa ini ciaia*r Leurbaran Desa ciaJBerita Desa.tieh SeLerai.is

Ditetapkan di ........".. .. ." ."

Pada tanggal ......,......."......

:. Peie*ia-vaan Desa
a. Fenerimaan Pembiayaan
'u. Fei:geiuaran Pemb iay aan

Selisih Pembiayaan ( a- b )

KEPALA DESA



Lampiran Peraturan Desa
Nomor
I it i I r I i r

i'etttalg .,,litrggaratr Pcliiaper1an,Jari

Relania Dsa

FORMAT

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA

TAHLIN ANGGARAN

iiasii Usaha Desa

.l ii'l,lUKiiSl ULLII'd l )dYid

Bantuan Keuangan dad

JU}VILAH PEF{DAPATAF{

hasilan Teta

Alat'l'ulis Kantor

L].-"-.1^ D^-

I., it,..-.,,t.,,-. D

Kililr:
, ,1p;6ggtr{r-; URAIAN ANGGARAN

(Rp) KET

EnlTnlnlmlLTrrlllirArA r Al\
Pendapatun Asli Desa

ri !'$ Hasil Swadaya dan Partisipasi
t gig-leln Lm4qpatan AsIi D_esq;ar1gsah

i)
., .] ,

Pendapatan Trunsfer

1.2.2
r).,..i,,,. J^-: i-..,.:i ^^;^1. tr,,,or-1L,,.., j^^--t,ir(rLi(iii u(li i ii.L5i, pd,lcrl\ d iUai iUliJi Uiici;ii

{lhuparen/kota

Bantuan Kcuangan dari Provinsi

IIibtuh Can S.mbangan Pihak Ketiga:lang tidak men

hasilan Tetap dan Tuni
Belania Pe

Belania Barang dan .Tasa

- Penggandaan dan oeniilitan

- Pakaian Dinas dan Atributnva

- Aiat clan tsahan Ke'oersihan

- Air, Listrik dan Te
- Honor
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- Honor Pelatih
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laa 1a
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1i

1A1
:.? l

R*lania Barang dan .Iasa
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dan Peniilitan
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li.,""i-.-i i. ^- e,-1,,,.^..
i !i trdii!(1t JGiLtl iiii

R-l,rrrirr N,,[n,-],r Ir/*r*,rtB
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iatan Keiadian Luar Biasa
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.1 A1...t--.
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d.an Jasa
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PEMBIAYAAN
Penerimaan Pem

IIasil Kekayaan Desa -vang dipisalkani

.,I.-]NILATI

Penrbe;rtu,kan Da-na C

DI SETUJUI OLEH
KEPALA DESA

-1 .)



i-i. l'i.-r"i:rat- Rencana Anggaran Biaya {RAB}

RENCANA ANGGARAN BIAYA

T-\E'Q A tl tr'{ '1\ l\/l A ! li !\l- tLtJUMviliiita!

TAHUN ANGGARAN

Rirl a n cr

Kegiatan
"!1i-, i -+- - l3-.i ^ 1-^^vv a&Lu I uaaAJalraarr

Rin*ian Pendanaan

j
I

.)

?

I'i';f

JTIML'1FI {kp.l

r-anggal

ilisetuj ui / mengesahka n
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

- -.* -i-i**l.,t{.t aa 1sv, e"y ts att, L

i " EiLitt:iti iii.si rierzgan kocie rekenirug berdasarkan kiasifikasi keiarnpok bei*r{a ri.esa.
: ?{e{;ii-ii{}./L ,Jiisi den.gort kode rekeninE -cest-lr:.j dengan unt.ta.rt kegidtaru dalarrr

A?Hi-)esr:t.
.-.i" li*i*r::. 1 diisi dengan nomor utuL
' :i tiic.:t ? ,.iiisi d*n.qarz ,.;r*iar, ber-Lita iv:-ci.anz ltebr-itu-h-tin dalaryt kerlicLto.ti .

'-, :',iiii-ii'r: .ll rliisi d.engan uGlum.e, riapat ben;nrs ii;m.i.ch oranq./ba.rc.n-g.
,:. jaii:!,..,:ri d rJii-si dengan harga -,;tituclrl AaTr-g merupuitun besarczn urctu-k mem-ba-gc;,r

: :: j'i. ,, l-;t-: i-::;^t:'t'---' -Jj' "-'-'-' -v'
.r i_-:-.,,1^,^- d ;::--: -1 ^.-^^-^ :-,*l-"L ^_-.-i.-^l;^-- ^-.*^*^ 1-^1 ^* ) -J^-^^.^ 1-^i^* AalL'ai:r!i. L, i1.i.r'-i>il ai(iL:ii-LiL jLLliLLLatLlic!i\a)LtiliL LLtt.l.L+,4,L 
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l-l i.;i"lnat Surat Permintaaan pembalaran (Spp)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

DESA _.. -. iitrC/i},.fATAtrl
TAHUN ANGGARAN

I Rideno
2. i(egiatan
3. V,iskgu Pele_ksanaan

Rincian Fendanaan

iJFAIAN

=?ULlTLAH

PAGU
ANGGARAN

Tr: l al: diialr,; ka:: r.r:ifikas:
Sekretaris Desa

PENCAJRAN
Q l-i

\74 I AITI
I \-l lrlllr U

PERMINTAAN
SEKARANG

QTQ 11

DANA

Desa. ..., talggal

Pelaksana Kegiatan

Setuju untuk diba-yarkan
Kepala Desa

Teiall cl_iba,"*ar li_r na.s
Bendahara

ilt-:!.i i:; il !,: f.ten-qisiCttt :
: -ii:;',:'i iliisi ciengan kod.e rekenin.g berclasarkan ktasifikssi kelornpok belanja cl.esct.

-, ?..':.:1.:,-::: i dengan nomor utut.
'1 F:'lr,-i+ril ? c.iisi dengc.n inci,an penggunac*-t d,a-iuz sesuc,i reftcqrL{t kegicttart.J: i-,.r:-::,, ."' ii::;i ti.e::cc.fi ':';.i::!.i:n pagi; ii:;.t,:.r,:..::,i=j d.etir;;o.r, ;.e-i.7aq-ilL1. i:.eai.g!.r;*.: j ' '" j r,'; ::; Jc:;gcn nncian;umLah anEEGi-i;n ;ir;i-,E ierch cibaEcr scbclum;t4a.- -h'i;ir-r::i 5 dirsi dengan rincian aang dimintakan untu.k:. d.ibayar.,,i i:;;ir:tt r-j ajjsi aengan jumiahperntintaan d.anta samp,cLi sriat ini.i-: ii::icrri 7 dii.si. dengan sisa anggarx-ll,.
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l. . r',)ilrirr'r Pe rn_vataan Tanggungia';..ab beian_ia

i:!li;tljl,i,il,\ii'.r T''r:.-i-r r ;,i.tri r41. .-.i:- i._]!r'! r!F,; j,1.
r Ll\l\ Inl]:'ul\ Inl\U\lUI\.l.J'rlf Ji1:.tr I_rl:/iJ,1i\Un

]f trSA KET:]AN4A'IAN
TAHUN ANGGARAN

Bidang
-r- 

-. .=i --- t ^ "-a\u6a€r La!a

l"T t^l PENERIMA URAIAN
rTTIr.rT iirrJtil!li,<-i.

(i\P.J

*i-ii" r-1i:!:ti pengeluaran atau belan-ja tersebut diat-as sebagai terlamp-ir, untuk
!,.:.e:-rgi.;.;r:ia:t ftdlltinistrasi dan pemeriksaan SeSt-iai ilgra?tlrran perundang-undansan.

,-, ,r-: ,i.;, , \iiriii lfcl'l-Iyataan ini dibuat dellgart sebenarnya.

Desa. ..", tanggai

Pelaksr,na Kegla.tan

uqrs.,t,en$f(ln:
. " lic:r;;:; riiisi cien-getn kocie rekenirtg berciasarkctru kiasifikasi keiompok beiantja tiesu.
-: 'Ll:r-r:i,::ir:r::, lLiisi tiengan kcC-e rekenin-g sestrai C-engc-t" uru-tanl keqiatGn d.ak;rlt ApBDesa.

, j,l,-r -,, ',;yL';] ,.lUn;C,.;,.i..,,.
.ti.,.i -! -,,tnh ih--;hld ^^*,'a,,.,-ntt !t4n- ^dd A;h,,Lt; h^i^-;^.,! . !yG" iJ.iLii iiiia i)i'iiaL!4 uiJi.i,"r ii ui iij,rliii.

. :,. r' r; ic,'r... ..: -ttisi tlen.g ciru ur aian kep erluan b elan i a.
.-.;. : jr,';;j ;-r;':;,1,;;: i iulilan. i.,:itnic.
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I]ZII,T'TT A TTGTI}.VIII..Cl.lt\).i.

Tahun Anggaran
Kodi.. Rekeni:,s
No.BKU
Dibukukan Tanggai

: Bendahara Desa.Sudah ?erima dari

T Tano qe-l-:eeo-

Untuk Keperiuan

iri -- n gi:ia h r-: i/ Me nyetuj u i : Bendahara Desa :

.............."......2u......

Vanc f\rlanarim-, q,,6 ,Y'L' rLr ir I rq,

Desa...

Nama :

Jabatan:



3. Iorrnat Kwitansi

Teiah diterima dari

Ua:ng sebesar

Terbiiang

Untuk keperluan

SWITAITIEI

Tirn Pengeir:la Kesiatan {TPK) Desa'

'!E t*raIJ. .

Desa .20......

:ietujii dibavar^ Yang membayar Yang [\4enerima

il.^+, t-. TfrWi'\-iUd i ri\ D^^i-L^-^uEi iudtidi d
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i,, i'i:r'mi-rt Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggarart PenrJapatall dan Belalja Desar

, ,,e;flirian LaporaL Rea-lisa-si Peia-ksanaan Anggara:: Penda-patan da-n Beian-ia Desa
iSemester Pertama )

I,APCRAI\ REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

SF]MESTEI". PERTAMA

PtrMERINTAI.I DtrSA
TAHUN ANGGARAN .....

URATAN

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
sah

,iiie.;iii Kall Lipaierl/ktl ia

Bantuan Keuan

t,iiz iti!:t:!$iEi

i1-.. -f^+
llar-ti a i- |

i^-^ -t-,--
i!:t!! ! !!,!

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
:: -,----- --1 " -,.-, -r !t !!ll<t\4L uvJo

rleqn rir,rrr

Pakaian Dinas Kepala Desa dan
Iler':r-r.rL nt I ).-c:

JUMLAH
ANGGARAN

lfln\\ rrtr /

T-EBiHi
KURANG

r D* \
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i x-i. t
iila

*-d"!
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PENDAPATAN

E{asii Usaha Desa
ilasii Swadaya dan Partisipasi

,{iokasi Dana Desa {ADI}l

!.!;l-^i, i..^ (,.*L-^^..- D;t-_,i, L'^,..._.i:iU.lii U(iii .jirtllUdllBLtti a iiiui\ i\UiiEU

JUMLAH PENDAPATAN
BELAN-TA

- 1'uirjaiigan Kepaia Des:r iii,rn

Belania Barang dan .Tasa

Alat Tulis Kantor

Pakaian Dinas rian trtributn

r'r -, r)
i ,-l-L L

Alat dan Bahan Kebersihan

i)1

t11

I
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|,e lanla 0iin Jasa

siorai l?T/RW

#idan Pelaksansan Ft

cia-n .ias:;

Li*iania Modal
- Semen

- h,iaierial

- Honor Pelatih

dan Peniiiitan

- Penggandaan dan Peniilitan

l'crbaikan Saluran I

P,-thqil'qn Tqlqn I i

r;.--.!- t:....:^- r-r p,a[r l\ul I a

Kegiatan Peiatihan Kepala Desa <ian

Re lan!a Baratrg dan iasa

il airar: ]lel atiirzu',
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Kegiatan Keiadian Luar Biasa

trEIIt,fT &}{ RE'E AN.EA

SI]RPLUS / DEFTSIT

P,:nerimctctn Pemh

Fencairan Dana C
l-i,: :: I K rkrlr.fi j:l: Desa ;,';:r'i g,,:! i pi sairi<.t:-,

Pombentrikan Dana Cadan

Desa. ..., tanggal

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA
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i,ztpcritn Liiporan Rea,lisasi Pelaksanaam Anggar-arl Pendapatal da:r Beial3a Desa
;Serr:es*ier A}<hir Tahun )

I,APORAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

SEiUESTEF AKHIR TAHUN

PEMER-INTAH DESA"
TAHUN ANGGARAN

URAIAN

IY-^:! 5T^^L^ ia^^^rl4Drt r_/ talllal IrEDat

_i - li.-* E{asii Swadaya dan Partisi
"1 1?
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REALISASI
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ge',rE4! i !I Dr[rh t QATA dttlUiYll:r-tIl f DiIrrit-f AiAi\-,

BELANJA
E idung Penyelenggaraarc
Pemerintsh

Ireiania Barang dan .laszr

- Alat Tulis Kantor

rr"traKalan LJlnas Nepala iJesa (]an

PeranEkat Desa

EMESTER PERTAMA
PENDAPATAN

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

Bagian dari hasil pajak & retribusi

rl.-! .:n. ?tnn.'rrt,Na5i t-/iTita L,,c>d (Aijlj

Banruan Keuangan dari Provinsi
Bantuan Keuangan dari

i i lhll.:,j r;-i Sr i rlr h.: r1:iri, P i h :ri. {rti 2t

Penghasilan Tetap dan Tuni
Belani

;],'rrghasila.n ietap i.-epa.!:r f)f:t i.lirr.
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- Penggandaan dan peniiiitan

- Pakaian Dinas dan Atributnya

- Aiat dan Bahan Kebersihan



- i'eiialanan Dinas
- Irerlieliharaan

Bcianja Modal

NAI L]PD
lltiania Rara-tr!, rian .iasa

nai RT/R-W

Selania Modal
- -Qeriicn

Beia"nia Barang dan ia-sa

I

- licn granria-eur dan P*:ni i 1 iti:,1:
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- .-,. -, ,* ^:" l!\ rt !5Lt! I t5l
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a r-lt4iiJa lvivuGt

B i daw e P e mb e v d- {t-y u afi M s-qv ev d k &t
l{eoiaien Pelqlihqn Kcnala l.)ecq rlqrr

P*ranckat Desa
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1111')

- l3ahan Peiatihan



K.sittr" Kejrdian Luqr Bi4qq

SURPLUS /DETISTT

PEMBIAYAAN
i' c n c r i t.t'tuan [' e ml"; i

PembentukanDanaCad

Beisr:i:: B:rr:iti

- O'oat-obatan

JUMT,AE{ BSLANJA

Penyertaan Modal

.gq)lv!LArt

DISETUJUI OLEF{
KEPALA DESA

Desa.,. .., tanggal..



I"i, F'iJ RM,{T I-APORAN PERTAN GGU I..I CiJ AWABAN REAI,I SASI PELAKSA NAAN APBD tr S

PtrMtrRINTAH DESA
KECAMATAN.......... :.

KABUPATEN BARITO SELATAN

KtrPALA DESA '".'. (Nama Desa)

KABUPATEN/KOTA {i.lama Kabupaten/Kota)

ITANCAN GAJd PERA Ti-I RAN DE,SA
NC},,{OR 'l'r\F1UN."......".

T E F,i i'rt" N (i
i,APORqN PERTANGGUNGJAWABA]'{ REAI,]SASi PELAKSANAAN

,,\NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TA}{LN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

1''i,.',1 ir1.;1'':::-ri.l:i.r, Bairr.,,a sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten Barito Sclala,i
l$onor ".. 

'fahun ...... tentang ." Kepala Desa rvajib menyusun Peraturarr iesa
tentailg I-aporan Pertatrggungjawabar: Reaiisasi Pelaksanaan Anggaran l'enciapat;in riai-,
Be lania Desa (APBDesai Desa" .Tahun Anggaran. " . . . ..:

,"'il,'i'':-::i:+:,: ; i.LIr-ictanu-Lindang Nomc,t" 6 Tai-rrrtr 201;1 tentang Desa (tr-emharral liegar"a l.ir-l;Lrbiii
Inciotresia Tahun 201-1 }rlomor 7. 'l'ambahan L-enrbarar Negara Itcpublik jiriir,.,iiesia.
Fion:.;r 5495);

:. Ijerat-r-tran Pemerintah liomor 43 iairuir 2014 tertarrg Peraturan peiaks;.inaap iii-rriiin.,:
Lrndang Nomor 6 tahuii 20i4 tentang Desi, {Lenrbaran Nesara Repiinlili lndolesin
I'ahi-rn 20i4 Nonror 213. -i-ambahan 

l,embaran Negara Republil: Indonesia ldontoi
5-si9);

-'j' Peratltran Pemerintair Nomor 50 Tahun 2014 tentang Daira l)esa yang Berasai Dari:litiggaran Pendapatan Dan Ilelania l'Jegera (l,embJran llegar"a i{epuilik jnilorie,riii
l'lri:ltn 2014 Nomor i 68- Tambalia-i"t t.embaran N;:gara Repubrlik Indo11,..sia 1i.mor .-i-ilg isebagain'iiina teiah diubair ciengan Perati-ran ie;nerintah Nonror. 22 tr-ahu' 2015Perr:bahan Atas Peratutan Pemerintal: Nomor 60 Tahun z}il te,tang D;ifia Desa yzinq
Ilerasal Dari Anggaran pendapatan 

.i)an"Rela,ia Negar.a (Lembaran *.*r;;;;;;i;iindonesia Tahun 201-5 Nornoi ag. 'rarnbahan"l-embiian 
Negara Republik i,donesiiriiomor 5694):

4. ,Dcrtlturan N{enteri I}aianr Ne-qc:rj Nomol il; l.ahun 2014 te.ra,g j}engeioiaan
iieuangan Desa;

-':. Peraturan Daerah Kahupaten Ilarito Selatan Nomortf;ntang (1,embi'LizLn Daerah Kabupaien Barito seratan .r-airun

i:. Dst.".



Dengan Kesepakatan Bersama

RADAI! PERN4i ]SYA \,\/ARATA}] DESA

\4enetapkan

ME14UTUSKAN

i?.\IJ{,'Al\i{i1ii'i Plli:.ATt--lii:,.1'.i ;}ES.t 'fFlrjTA}:iG LAj,r.-}ij-A1,
llFR'iAhlc{-ii iNC.l.A.\LrABAtd itF:tALIS.ASI PFI_A-KSANjA_A}.i ;\lrjG(iA-ttAN
PEI\-DAPATA}J DAJ\ RELANjA DESA ..TAHUN ANGGARAN

..t"nL'Nj.Ai-',] i,!--F''!l-i-rF-Ar*,J *ES-A ]-uhi'i'_Ai.ii- LAi,..]!i.4tsr
l'ER I-AI'{C:GU}{GJA1,\ ,'\BA}i P.E.\LIS,\SI I'El,Ai.lSAl..,lAAl'.,1 A}JL}canql;
I}RNDAPATAN DAN BJ]I-AN.IA DESA... " ". ,T'AHI JN ANGGARAN....,.

Anggaran Pendapatan
i. P*r-idar;alan Desa
2. Relania Desa

Birl;.rrg Penyeienggaraan Pemerintah Desa
3 i,-i.,i r 3 ilrir:ba-ngr;na-i:
::-i-.1:l Pc;:lhinaan Kemasy ai-akatai.:
Erri ::r-rg Pemberdayaan Masyarakat
, li.i. rri.r i .iir i ui-'..iiiga

iumiah tseianja
S i;ri':iu5/P.6 t1t

3. Pernbia-v*aan Desa
llc ir,,:l'i ;ll iiiin Pembi ar.,a an
i,',: -,,-'l r rlr':rrr Pcmhiayaan
--rciis:ir iLernbiayaran ( a - b )

Pasal 2
::;';.1:.;:1-q 1,;,,iji i;.,;;i:-i1. llctg+nai irasil;r*ial.._qanagii A.ngg:r-ra;i pelctiijiatan rlan Beiar:ia llilsa sellagairtrarra-iii;ii=ir.ritij irasal I. !eri:a-ntr_i_ru daiaiii lai.i.ipiran peratr_irai-Desa ini ter"diri dari :I i 'liii.rpi:'iit: I : Laporan Peftanggungiawaban realisasi Pelaksanaan ApBDES Tahul Anggaran..l" l-'rriipit':ri li : Laporan Prograni Scktoi:ai darr- Program Dacrah i*ai1g [asuf- L-c i-],;s,-i.

i ..ri i i t-:, ; .!_i, r.iii [] i i-iiil sebagaiiiiaita,:iiiiiaksiid tiaiaii:
;ari i:lr:;li-:ran iiesa ini.

nie-t'iipa ira.i: bagi an i aii g ticiai< rerp i s airka; i

Pasai 4
ir..i;ri:ii l-''-':-ra i:'ieiletapkan Peraturan Kepala ilesa ,lan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan
ilcr;.iIui'r--,1-, ilesa i ni.

Pasal _5

i'i'-raiirrai: iiesa ini puiai berlaku pada tanggal cliundangkan.

i-]erri ii.'i;i iierit:l Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Pasal I
dan Belanja Desa'fahun Anggaran ...... dengan rincian sebagai berikut:

Il^

fr

t.

a.
L
! 1-

Rn
Rn--ts

;\lf.

a

a

Paeo I 1

--^-,^i -1

l,rarscrr a

KEPALA DESA



Lampiran I Peraturan Desa
Nornor
Te;-:ie;rg . T,a] :i':ran Fefiarggirrg jaivaha:-r Rearisasi Feiar<sanaa,,: A.nr,_ nrR,r

Peirdapaian dan Beiarga Desa Taiiuii Airggarair....

FQF*]V{AT

Aid G G AI{z{l{ F E l{ DAPA?.{N S}Ar\i B EL.{F{JA F}E SA
PEMERINTAH DESA....

TAHTIN ANGGARAN

TTRAIAN

AsIi Desa

j j-.;il l1*,:ri!::e,e iE*;: F=:"fi.sip:rsi :-!*::
"- ? 11 1.i,

d

7

I ronc 
i

lnr:t-nNrit*c I

ii
i:,i.N I}APATA,.{
t tarl

lii?

1.t.3

lj lren

't.2.2
'::tgiun ll:ri'i i:asil paiak & iletr"ibl-rsi claer.ah

i.. * trrii,-aten/kota
'".!nkrrsi Dai':a Desa (A-D!]

1 rlaiiitian K

?)

'i?!
\ "i. t

I r{ibah dan Sumbangan piilk Keiig-y-"g t,aat

: .ii:i-!;iiii ilelriacaial: Desa, ..,L
Jlari

:-:i atF ,i a-I E EuE!Lfat Iath

Bidang Pen raan Pemerinisir
l';i;sliasilait ictap dan Tuni

a Hegawar

1 - Penghasilanf at
:.]i::;-

,j:11iiliggr( epala Desa dan pei"anskarlj*.a

- alat Tuiis Kantor
ren dan peniilitan

- EendaFos
- Mlatelai

ir :r ir-:r i,_,-r,- !J i r-La,s (_e p ala. L) e st- d_a t pe r ;.t: gl_rit

I
I

Elasil {Jsaha Desa

Lain-lain Pendapat?+ Asli per* vaoe sah

Bantuan Keuangan dari proviasi

.TUMLAII PENDAPATAN

Pakaian Dinas dan Atributn

t-} ^,...

A I\T/'\ftt\tr

GARAN
(I(p,

LEBIH/
KURANG

(Rp)



rUat eian Llahai:r Kebersihan

Fi:*rclil:eia*n

i:telanja N4odal

LLT

Pei: Can Peniilitan

- ATK
:rtuarl relrltilrilrr

2"2.i ?i;'b:rika;i S*ir:rlrn iri
rl*lo..io dan Jasa

- iioiioi"

2.2.1.2 ilei;rr;ia iv{ociai
- lien:en
- lv,iarerial

l
I

t/i.i

i 2.2.7.2 . Beiiriia Bea-ari ;,-,- r...,.-u4ti J 4JCa

i-tcr

i1a 1

!

, : i{0ns1
- Cst

'!-a1

' ileiar-ria fulodal

2.2.3

ilidang Pembinaun K, rukaton
Ke gi atan P embinaan Ketentraman dan-
i-r-r:te rtiban
,Bclania Barang dan .lasa
- I {onor Peiatih
- Konsurnsi
- il,al::ii: Peiatihaii

l-+- -uJt

alanan Dinas

- Air". i-isti'ik- daii Te

- Meia dan Kursi
- Mesln Tik

i -i *--rei.:;_s ion ai E pi)

c,nal RT,/F.\\r

: 
]r-ltp.iisDala-n 

i alan clesa

111.1;,_,, ! 
-

Bitlun Mt rskut



1..'rli"ri" Peiatihan Keraia Llesa eliin P*rangk-iit

:'i=1a::i: B-at'i::rg dan iasa
rT^-- --- rf-i^-+:-!--

- ii{ltrlri tur.1Lrir

,Keiadian Luar Biasa

Belania Barang dan Jasa

.TU&XLAI{ BELANJA

SUT{PL-US / DEFISIT

PEMBIAYAAI{
ilcnerintaun Pe

- iiahan Peiarihan

- Hrinor'i'irr

iatan .

:' t nga i lta r a it P eru biayuu ti
Perntrentukan Dana
; ):1:r1,.- r'! a q11 1,.{,rri c I

i-r..-..i..i,-.,...,.,. \'i-++^ /-t)I:r=Tili] il..i! A /. rrii \,rr(r/ruJr.srr r rLlLv
a rr nrtr^rTTTAn 

^iI! i i\rr)l.\ i AA^\ l'tr-r\\JtrLL ,1 r(/1..\

i,[],tilIAYAAN)
- l:ii.PA lahun berjaian tStrLiSij-i,rNT,.rRlr

ITEN,IBIAYAAN I{ETTO DENGAtr] IJASIL
SURPLUS/DEFIS

tqnooql

Di SETUJUI OLEH
KEPALA DESA
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Lampiran
Nomor
Tentang

ll Peraturan Desa........""....

: Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan
31 ]esember 20....

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2O.......

IJRAIAN

f lfillcE f tl?ArF+ :rrts.Ei i' L.ti{ijAR
A. A-SET LAITICAR

i ir-as Desa
.:r. U:rng kas
':" Rt:kening

di Bendahara
Kas Desa

Desa

TAHUN N
{Tahun Periode

TANGGAL,

TAI-i{_rN N.-l
{Tahun

3e";^;e1'.i::nn

q-/

1

'J

':.. i:'iuta:rg
:: Piutang Sewa Tanah
,.,. .Dii;tang Seu,a Gediinq
i... Dsl....

;i- Fersediaan
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Penjei:rsan tabel :

i ;{5e-t -D-esg acalah barang ntllik de sa,I,/ang 'oerasal dari keka,yaan a-s1i de sa, clibeii
'11:ru ciiperoleh atas bel:an Anggran pendapatan darr B;]il;- ;;-; .1.aupr:rolehan hak lainnva yang sah.

I I- i,." *, --, Ef,'-' _:rE''ii ilss sriala-ft uang mi1'r1'. Ilrrlerintah Liesa, baii.. yang ,li*illri:irri djilt-=,'clair:-r: a Desa maupun ciirekerririg kas i1esa.
.:i. *seqq4g* ggqg ad_alal^, tagihan i*rrg desa kepada pihak -yang rnengeiciai'i!'r;ia-\''aatl ciesa' anrara iai;i_ berupa lanah, geciung _yang ciiharapkan akan

f=*S;i13["N;1," palins lama i {satu} tahrin 
"rg[^i",, sejak dit;tatkan].r_vs.

' flrydte6r4-adrtlalz suatu kekal'asn i:en*rpa trarang milik pemerintair desa J.e*grj:iriiiii dengan uang baik berr-rp* r.r.g kerias.;";1.-;;;;ai" deposito , giro": ,.€iqg'.sesds f{dak idrncarmtlioriti pe"nr.ertaen rnodatr perne:-intah desa d:rn *se1-:l-':.il-r miiik desa antara lain tern:i.h, perela-ta* .tur. *.=il,-s.a.,.rg dan bang,-rn:.n.i*ian, ja,ringa,n d_an instalasi.
u' 

'Psant= *egaacan ad-aiaLt- 'iix"la Jang cisisillat un,;uii iiieiiilinp-ung iiebul-..ih*i:."'i: !', ri':*n1sil11kan ciana yang reiaiif i:esar yang ticiak ciapai ciipenuhi riaiam saiu
, ._{: ri rrtula

t:ii:un anggaran.
7 agwgiipan--aciaiah Lrtang yang timbui i:a.-r.eaa acianya pinjaman oiehnr-,merintah.
5 xr,cs-u'* &glsth ad-arah selisih antara- aset dan kewajiban pemerintah desa.

Ll;riaiat: :

T':rk;tii ''1eng:ln angka 7, bahwa dalam APBDesa khusunya pada pembiayaan tidak'-i i i,.i-:. i:,,. r-,= i'-ran g r-; n tuk pini arnan .
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